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Abstrak

Proses penyelesaian perkara perceraian tidak hanya menyangkut putusnya ikatan
perkawinan, tetapi juga berdampak pada hak-hak keperdataan. Penelitian ini
menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654 /Pdt.G/2025/PA.Tng
yang mengabulkan permohonan cerai talak dengan adanya kesepakatan mediasi antara
Pemohon dan Termohon mengenai hak-hak pasca perceraian. Fokus penelitian adalah
pada keabsahan kesepakatan mediasi yang berhasil sebagian, pertimbangan hukum
hakim, serta implikasi yuridis dari penetapan kesepakatan tersebut dalam putusan.
Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah
mempertimbangkan secara cermat syarat formil dan materiil kesepakatan mediasi sesuai
Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata, serta mengintegrasikannya ke dalam amar putusan.
Kesepakatan tersebut mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial.
Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian
secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan anak-
anak.

Kata Kunci: Cerai Talak, Mediasi, Kesepakatan, Putusan Pengadilan, Hak Asuh Anak,
Nafkah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan). Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat bertahan
menghadapi berbagai problematika rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus, perceraian seringkali menjadi jalan keluar yang
ditempuh pasangan suami istri.

Perceraian di Pengadilan Agama dapat berupa cerai talak (diajukan suami) atau cerai
gugat (diajukan istri). Proses penyelesaian perkara perceraian tidak hanya menyangkut
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putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga berdampak pada hak-hak keperdataan lainnya
seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hak asuh anak (hadhanah). Oleh karena
itu, pengadilan berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian dan memfasilitasi
penyelesaian sengketa secara menyeluruh.

Salah satu mekanisme penting dalam proses perceraian adalah mediasi. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, untuk menempuh
mediasi. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri sengketa
secara win-win solution. Dalam perkara perceraian, mediasi tidak hanya diarahkan untuk
mendamaikan para pihak agar rukun kembali, tetapi juga untuk menyelesaikan
konsekuensi hukum akibat perceraian jika upaya damai tidak tercapai.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng menjadi
menarik untuk dikaji karena dalam perkara ini, meskipun mediasi tidak berhasil
mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, para pihak berhasil
mencapai kesepakatan mengenai hak-hak yang timbul akibat perceraian (nafkah iddah,
nafkah lampau anak, pengembalian emas, penyelesaian utang, dan hak asuh anak).
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan mediasi dan dijadikan bagian
dari amar putusan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
mengabulkan permohonan cerai talak sekaligus mengesahkan kesepakatan mediasi,
serta mengeksplorasi implikasi yuridis dari penetapan kesepakatan tersebut dalam
putusan pengadilan.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara mendalam tiga aspek krusial dalam Putusan Pengadilan Agama
Tangerang Nomor 1654 /Pdt.G/2025/PA.Tng, yaitu pertama, pertimbangan hukum hakim
dalam mengabulkan permohonan cerai talak dengan menelaah dasar-dasar yuridis dan
filosofis yang melatarbelakangi putusan tersebut; kedua, keabsahan kesepakatan mediasi
antara Pemohon dan Termohon yang ditinjau dari perspektif hukum perdata mengenai
syarat sahnya perjanjian serta hukum acara peradilan agama yang mengatur proses
mediasi sebagai upaya perdamaian; dan ketiga, implikasi yuridis dari pencantuman
kesepakatan mediasi secara langsung dalam amar putusan terhadap hak dan kewajiban
para pihak, termasuk kekuatan eksekutorial dan akibat hukumnya di kemudian hari.

Sejalan dengan itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengkaji
pertimbangan hukum hakim, mengevaluasi keabsahan kesepakatan mediasi, serta
mengeksplorasi konsekuensi hukum dari penggabungan kesepakatan tersebut ke dalam
putusan pengadilan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi
pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama, sekaligus
manfaat praktis yang signifikan bagi para pihak yang berperkara, mediator, dan hakim
sebagai bahan refleksi dan pedoman dalam menangani perkara serupa di masa
mendatang.
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Cerai talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan
mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 Kompilasi
Hukum Islam). Suami yang akan menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan
kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon (istri).
Pengadilan kemudian memeriksa alasan-alasan perceraian dan berusaha

mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur

alasan-alasan perceraian, antara lain:

MAPPING ALASAN PERCERAIAN

Keenam alasan perceraian |
‘merupakan bentuk-bentuk |
fault-based ground yang |
secara normatif dibedakan |
! ke dalam tiga kategori utama, |

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI

|
FAULT-BASED GROUNDS i kst bl el
(Alasan yang Didasarkan pada Kesalahan Pihak Tertentu) I atau penyakit. ,:
Lt S
KATEGORI | KATEGORI Il
CACAT MORAL & PERILAKU KONDISI OBJEKTIF AL
MENYIMPANG & YURIDIS FORMAL PSIKOLOGIS-RELASIONAL

Berkaitan dengan cacat moral dan perilaku
menyimpang yang sukar disembuhkan
serta kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain.
0 Meninggalkan salah satu pihak
selama 2 (dua) tahun berturut- ‘

@0~ | |aommmm A
(Blow= || == 1o 4V VR

' ) “Merupakan presumptio juris | Perselisihan dan pertengkaran
\ / }e szdat(knggumwh)! A ses
| J rukun lagi.

terus-menerus antara suami dan istri
yang tidak ada harapan akan hidup
[ Penjudi o Hul i i lasan paling substantif
"ﬂ o ‘ M Staut leblh barat yang detihian dan sering dijadikan payung bagi
“ S e o alasan-alasan lainnya.

(
| Menur\,ukkanmdakmampam 1]

Berkaitan dengan kondisi objektif dan
yuridis formal yang menunjukkan
ketidakmampuan pihak tertentu
menyalankan kewajiban dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan kondisi psikologis-relasional

berupa perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus yang tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi (broken marriage).

tentang terlantarkannya
{_ rumah tangga.

@ e Kahwianan sty )
Pznglmly.nn Berat

| Mensyaratkan pemhulmm kualitatif atas |

intensitas dan kontinuitas perbuatan

serta ketidakmampuan pihak bersalah )
untuk memperbaiki diri. | ¥ J

= ~ [ AiasankHusus |
( Cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan

men;alankan kewanban sebagal suami atau istri.
[ Hakim » wajib memeriksa secara saksama :pakah cacat atau penyakit tersebut
i b bersifat
|

| pihak terpidana menjalankan
3 fungsi sosial dan ekonomi
| dalam keluarga.

Pembuktiannya menuntut keterangan
saksi dan bukti-bukti pendukung yang
kuat karena menyangkut ranah domestik
yang sangat subjektif.

hak dan kewajiban
perkawinan secara material dan immaterial, bukan sekadar alasan sepihak untuk
menghindari tanggung jawab.

STANDAR PEMBUKTIAN

Keenam alasan harus dibuktikan di persidangan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan
sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan Undang-Undang Peradilan Agama.

== M Qo

Surat/Dokumen Saksi Pengakuan Persangkaan

Bukti Pendukung
Lainnya

¥
PRINSIP HAKIM DALAM MEMUTUS

ASAS ULTIMUM REMEDIUM
Perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila segala upaya perdamaian telah gagal.

= N ( N "
Alasan perceraian | Sali it | | Berdasarkan ?:w,; mia:d nman-r:au
harus benar-benar | = =»| Meyakinkan | =P | faktahukum | =P lasarkan pada pengakuan
TERBUKTI gy | obait sepihak, melainkan pada
| e fakta hukum yang objektif

¥
TUJUAN PUTUSAM PERCERAIAN

Melindungi kepentingan terbaik bagi para pihak dan
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

|

B. Mediasi dalam Perkara

Perceraian

Mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan
untuk memperoleh
kesepakatan para  pihak
dengan dibantu oleh

mediator (Pasal 1 angka 1
PERMA No. 1 Tahun 2016).
Dalam perkara perceraian,
mediasi bersifat wajib dan
harus dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) hari
sejak penetapan perintah
mediasi.

dalam
perkara perceraian ada dua
tingkatan:

1. Mediasi perdamaian:
mengupayakan agar suami
istri kembali dan
membatalkan niat bercerai.

2. Mediasi jika

Tujuan mediasi

rukun

parsial:

perdamalan tidak tercapai, mediasi dapat dilanjutkan untuk menyelesaikan hal-
hal lain yang terkait dengan perceraian, seperti pembagian harta bersama, hak

asuh anak, nafkah anak, dan lain-lain.

Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi harus memenuhi syarat sahnya

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
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c. Suatu pokok persoalan tertentu.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Selain itu, kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).

. Pembuktian dalam Perkara Perceraian

Hukum acara perdata mengatur bahwa pihak yang mengajukan permohonan
atau gugatan wajib membuktikan dalil-dalilnya (Pasal 163 HIR). Dalam perkara
perceraian, alat bukti yang dapat diajukan meliputi:

1. Bukti Surat (Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, Surat Pernyataan,
dan Lain-lain)

Secara etimologis, kata "surat" dalam bahasa Arab berasal dari strah (3,.<) yang
berarti bentuk atau gambaran, kemudian berkembang menjadi sirat yang berarti
tulisan atau dokumen tertulis. Dalam hukum acara perdata Indonesia, istilah "bukti
surat" ( schriftelijke bewijs ) merujuk pada segala sesuatu yang memuat tanda-tanda
bacaan yang dapat dipahami maknanya, baik berupa akta ( akta ) maupun surat biasa
( geschrift ). Alat bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang menduduki posisi
pertama dalam hierarki alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866
KUHPerdata.

Bukti surat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua
kategori utama, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah
surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta nikah, kartu keluarga, dan akta
kelahiran anak merupakan contoh akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat
publik yang berwenang (Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil). Sementara itu, surat pernyataan dan dokumen sejenis umumnya
tergolong sebagai akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat oleh para pihak tanpa
keterlibatan pejabat berwenang.

Ketentuan mengenai alat bukti surat diatur secara normatif dalam beberapa
peraturan perundang-undangan. Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg. menentukan
lima alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, dengan bukti surat menduduki
urutan pertama. Pasal 1866 KUHPerdata juga menegaskan hal yang sama. Secara
khusus, kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal
1870 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti yang
sempurna dan mengikat (volledig bewijskracht) di antara para pihak beserta ahli
warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak dari mereka. Dalam praktik
peradilan agama, akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA sebagai akta autentik
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Dalam perkara cerai talak, Pemohon (suami) dibebani kewajiban pembuktian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata bahwa setiap orang yang
mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan
haknya wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu. Akta
nikah berfungsi untuk membuktikan eksistensi perkawinan yang sah antara
Pemohon dan Termohon sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai
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talak. Kartu keluarga berfungsi membuktikan domisili dan komposisi keluarga para
pihak, yang relevan untuk menentukan kewenangan relatif (competentie relatif)
Pengadilan Agama. Akta kelahiran anak berfungsi membuktikan adanya anak hasil
perkawinan, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban
nafkah anak pasca-perceraian. Surat pernyataan dan dokumen pendukung lainnya,
meskipun sebagai akta di bawah tangan, tetap memiliki kekuatan pembuktian
sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak dibantah kebenarannya
oleh pihak lawan.

Dengan demikian, bukti surat berupa akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran
anak, dan surat pernyataan merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan
hukum yang berjenjang—akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat, sedangkan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian
sepanjang diakui atau dibuktikan kebenarannya, sehingga hakim dalam memeriksa
perkara cerai talak wajib menilai dan mempertimbangkan seluruh bukti surat yang
diajukan secara komprehensif guna memperoleh keyakinan hukum tentang
kebenaran formal dan material perkara yang diperiksa.

2. Bukti Saksi (Minimal Dua Orang Saksi yang Memiliki Hubungan Keluarga atau

Tetangga Dekat yang Mengetahui Keadaan Rumah Tangga Para Pihak)

Kata "saksi" berasal dari bahasa Arab sydhid (\%) yang berarti orang yang
menyaksikan atau memberikan kesaksian. Dalam bahasa Belanda disebut getuige,
sedangkan dalam hukum acara Indonesia, saksi dimaknai sebagai orang yang
memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tentang peristiwa atau
keadaan yang diketahui, dilihat, atau dialaminya sendiri. Secara terminologis,
keterangan saksi (getuigenverklaring) merupakan salah satu alat bukti yang diakui
dalam sistem pembuktian hukum acara perdata.

Bukti saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki
karakteristik khusus karena menyangkut ranah domestik (rumah tangga) yang tidak
selalu dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis. Saksi yang diajukan idealnya
adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung (directe kennis) tentang
keadaan rumah tangga para pihak, baik karena hubungan keluarga (familierechtelijke
betrekking) maupun kedekatan tempat tinggal (nabuurschap). Dalam praktik
peradilan agama, saksi keluarga dan tetangga dekat diterima untuk memberikan
keterangan tentang perselisihan, pertengkaran, dan ketidakharmonisan rumah
tangga yang menjadi alasan perceraian.

Ketentuan mengenai saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal
284 R.Bg. sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah. Secara khusus, Pasal 145
ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. mengatur tentang orang-orang yang tidak
dapat didengar sebagai saksi, termasuk keluarga sedarah dan keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus. Namun, Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat
(2) R.Bg. memberikan pengecualian: "dalam hal mengenai keadaan menurut hukum
perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi". Dengan
demikian, dalam perkara perceraian yang merupakan bagian dari hukum perdata
(keluarga), saksi keluarga justru dapat diterima. Selain itu, Pasal 76 Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (beserta perubahannya) dapat
memperkuat ketentuan tersebut.

Keberadaan saksi minimal dua orang dalam perkara cerai talak tidak semata-
mata bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Dalam hukum acara perdata,
keterangan saksi harus memenuhi syarat formil (cakap hukum, berusia minimal 17
tahun, dan tidak memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
dengan salah satu pihak) serta syarat materiil (keterangan yang diberikan relevan,
logis, dan konsisten). Saksi keluarga dan tetangga dekat memiliki kedudukan
istimewa karena mereka adalah pihak yang paling mungkin mengetahui secara
langsung dinamika rumah tangga para pihak sesuatu yang tidak tertuang dalam
dokumen resmi. Namun, dalam perkara perceraian, keterangan saksi saja tidak cukup
kuat dan tetap memerlukan dukungan alat bukti lain, sebagaimana ditegaskan dalam
praktik peradilan bahwa pengakuan saja tidak cukup dan tetap memerlukan
kehadiran saksi. Hakim dalam menilai keterangan saksi wajib memperhatikan
asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi), sehingga minimal dua orang
saksi diperlukan untuk saling menguatkan (corroboratio).

Dengan demikian, bukti saksi dalam perkara cerai talak—terutama saksi yang
memiliki hubungan keluarga atau tetangga dekat yang mengetahui secara langsung
keadaan rumah tangga para pihak merupakan alat bukti yang sah dan fundamental
dalam hukum acara peradilan agama, dengan ketentuan bahwa sedikitnya dua orang
saksi harus diajukan untuk saling menguatkan, keterangan saksi harus memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam HIR/R.Bg., serta keterangan
saksi tetap memerlukan dukungan alat bukti lain guna mencapai tingkat pembuktian
yang meyakinkan hakim.

3. Pengakuan (Jika Termohon Mengakui Dalil-Dalil Pemohon, Hal Tersebut Dapat

Memperkuat Pembuktian)

Kata "pengakuan" berasal dari bahasa Arab i'tiraf(<',<c)) yang berarti
pengakuan atau pernyataan mengakui. Dalam terminologi hukum Belanda
disebut bekentenis, yang diartikan sebagai pernyataan sukarela dari salah satu pihak
yang menerima kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh pihak lawan.
Dalam hukum acara perdata, pengakuan (erkenning) merupakan pernyataan yang
diberikan oleh salah satu pihak di hadapan hakim maupun di luar persidangan, yang
membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan.

Pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dibedakan menjadi
dua jenis. Pertama, pengakuan di hadapan sidang (gerechtelijke bekentenis) yang
diatur dalam Pasal 174-176 HIR/Pasal 311-313 R.Bg. dan Pasal 1926 KUHPerdata,
yaitu pengakuan yang diberikan secara lisan di persidangan di hadapan
hakim. Kedua, pengakuan di luar sidang (buitengerechtelijke bekentenis) yang diatur
dalam Pasal 175 HIR/Pasal 312 R.Bg.dan Pasal 1927-1928 KUHPerdata, yaitu
pengakuan yang diberikan di luar proses persidangan. Dalam konteks perkara cerai
talak di Pengadilan Agama, jika Termohon (istri) mengakui dalil-dalil yang diajukan
Pemohon (suami), pengakuan tersebut dapat menjadi alat bukti yang memperkuat
dalil permohonan.
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Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal
284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdata sebagai salah satu alat bukti yang sah. Pasal
1926 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu pengakuan yang diberikan di hadapan
hakim tidak dapat dicabut kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan
akibat kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pasal 1925
KUHPerdata menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan sidang
merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Sementara itu, pengakuan di
luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 HIR/Pasal 312 R.Bg. dan Pasal
1927-1928 KUHPerdata tidak memiliki nilai pembuktian yang sama dengan
pengakuan di hadapan sidang.

Dalam sistem pembuktian hukum acara perdata, pengakuan memiliki
kedudukan istimewa karena merupakan confessio yang bersifat probatio
plena (pembuktian sempurna). Apabila Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon di
persidangan, pengakuan tersebut sesuai Pasal 1925 KUHPerdata merupakan alat
bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim tidak perlu lagi memerintahkan
pembuktian lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah diakui. Namun, dalam perkara
cerai talak, pengakuan Termohon tidak dapat berdiri sendiri untuk mengabulkan
permohonan cerai. Hal ini disebabkan karena perceraian menyangkut status hukum
dan kepentingan umum (public interest), sehingga diperlukan pembuktian yang lebih
kuat. Selain itu, dalam perkara perceraian, terdapat ketentuan bahwa persetujuan
atau pengakuan dari Termohon tidak serta-merta membebaskan Pemohon dari
kewajiban membuktikan alasan-alasan perceraian yang menjadi dasar permohonan.
Dengan demikian, pengakuan Termohon berfungsi sebagai faktor penguat
(confirmatory evidence) yang memperkuat keyakinan hakim, namun tetap
memerlukan dukungan alat bukti lain seperti bukti surat dan keterangan saksi.

Dengan demikian, pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon dalam perkara
cerai talak merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat apabila diberikan di hadapan sidang, namun karena perkara
perceraian menyangkut kepentingan umum dan status hukum, pengakuan tersebut
tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pengabulan permohonan
melainkan berfungsi sebagai faktor penguat (confirmatory evidence) yang
memperkuat pembuktian, sehingga hakim tetap wajib memeriksa dan
mempertimbangkan alat bukti lain guna memastikan kebenaran materiil perkara dan
melindungi kepentingan hukum para pihak serta anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut.

Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870
KUHPerdata, yaitu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Saksi yang
diajukan harus memenuhi syarat formil (dewasa, sehat akal, tidak dilarang) dan syarat
materiil (keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan kesaksian testimonium de
auditu).
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji,
2019), dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan kasus (case approach) secara terpadu; bahan hukum primer yang
menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991),
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, serta Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor
1654 /Pdt.G/2025/PA.Tng, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri
dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang
kesemuanya kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan
interpretasi hukum dan konstruksi hukum sebagai teknik utama untuk menemukan
makna serta menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654 /Pdt.G/2025/PA.Tng
Putusan ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (Khoirul
Anam) terhadap Termohon (Agestiyana). Para pihak menikah pada tanggal 30 Maret
2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak kembar perempuan (lahir 2002) dan satu
anak laki-laki (Iahir 2003). Rumah tangga mereka mulai goyah sejak Juli 2018 karena
berbagai faktor, antara lain perbedaan pandangan, pertengkaran, sikap
temperamental Termohon, dan komunikasi yang buruk. Puncaknya pada Agustus
2021, Pemohon meninggalkan rumah dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal.
Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus (Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f
KHI). Termohon tidak mengajukan jawaban tertulis tetapi hadir dalam persidangan.
Proses mediasi dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.
pada tanggal 5-12 Agustus 2025. Mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak
untuk rukun kembali, namun para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak dan
kewajiban pasca perceraian, yang dituangkan dalam Laporan Mediasi tertanggal 12
Agustus 2025 dengan substansi:
Pasal 1: Para pihak tidak berhasil damai untuk rukun kembali, tetap melanjutkan
permohonan cerai talak.
Pasal 2:
1. Pemohon memberikan nafkah iddah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
untuk masa iddah 3 bulan.
2. Pemohon memberikan nafkah lampau anak selama 4 tahun sebesar
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Pembayaran dilakukan secara cicil hingga Desember 2025.
Pasal 3: Hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Termohon, dengan tetap
memberi akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak.
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Pasal 4: Pemohon mengembalikan emas milik orang tua Termohon senilai
Rp25.000.000.

Pasal 5: Pemohon menyelesaikan pembayaran tanah waris orang tua
Termohon sebesar Rp140.000.000.

Pasal 6: Para pihak memohon agar kesepakatan tersebut menjadi petitum
perkara dan dimasukkan dalam putusan.

Dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.7 dan dua saksi (M.
Effendi Ghozali dan M. Zakky Eka Prawira). Termohon mengajukan bukti T.1 dan dua
saksi (Yulisa Chatarina dan M. Aziz Mayardi). Semua bukti dan saksi saling
bersesuaian menguatkan fakta bahwa rumah tangga telah pecah dan berpisah lebih
dari satu tahun.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa syarat formil dan materiil
mediasi telah terpenuhi, kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum dan
ketertiban umum, sehingga patut ditetapkan. Selanjutnya hakim mengabulkan
permohonan cerai talak dan memerintahkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i
di depan sidang, serta menghukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan
mediasi.

. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Cerai Talak
Hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa aspek:
1. Kewenangan Absolut dan Relatif

Berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) dan P.3 (Kartu Keluarga), Pemohon dan

Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, sehingga

pengadilan berwenang secara relatif (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7/1989). Secara

absolut, perkara perceraian menjadi wewenang Peradilan Agama berdasarkan

Pasal 49 UU No. 3/2006.

2. Kualitas Pihak
Bukti P.2 (Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah, sehingga memiliki persona standi in judicio.

3. Pembuktian Alasan Perceraian

a. Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon.
Meskipun saksi Pemohon (kakak dan sepupu) tidak pernah melihat langsung
pertengkaran, mereka mendengar pengaduan dan mengetahui bahwa para
pihak telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun. Saksi Termohon
(kakak kandung dan teman) memberikan keterangan yang menguatkan
adanya perselisihan, penyebabnya (masalah uang dan dugaan pihak ketiga),
serta fakta pisah rumah.

b. Hakim juga mempertimbangkan bukti P.7 dan T.1 berupa surat pernyataan
yang mengindikasikan adanya masalah keuangan dan pengakuan utang. Fakta
pisah rumah selama 4 tahun (menurut saksi Termohon) atau 1 tahun
(menurut saksi Pemohon) setidaknya telah melebihi 6 bulan sebagaimana
SEMA No. 3 Tahun 2023 yang dapat dijadikan indikator broken marriage.

c. Hakim merujuk pada Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI,
serta Rumusan Hukum Kamar Agama MA RI Tahun 2013 yang menyatakan
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bahwa indikator rumah tangga pecah antara lain: sudah ada upaya damai
tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak meninggalkan
kewajiban, telah terjadi pisah tempat tinggal, dan lain-lain. Fakta bahwa
keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi gagal memperkuat kesimpulan
bahwa rumah tangga tidak mungkin dipertahankan.
4. Pertimbangan Sosiologis dan Maqashid Syariah
Hakim mengutip QS. ar-Rum ayat 21 tentang tujuan perkawinan untuk mencapai
sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta QS. al-Bagarah ayat 227 tentang
kebolehan cerai jika sudah berketetapan hati. Kaidah ushul "dar'ul mafasid
muqgaddamun 'ala jalbil mashalih” (mencegah kerusakan lebih utama daripada
mengambil manfaat) digunakan untuk membenarkan perceraian sebagai jalan
keluar dari kemudaratan berkelanjutan.
Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan
legalistik-formal, tetapi juga pendekatan sosiologis dan nilai-nilai keislaman.
. Keabsahan Kesepakatan Mediasi
Kesepakatan mediasi dalam perkara ini memenuhi syarat sah perjanjian menurut
Pasal 1320 KUHPerdata:
1. Kesepakatan
Para pihak secara sukarela menyetujui isi kesepakatan, dibuktikan dengan
penandatanganan laporan mediasi dan tidak ada paksaan.
2. Kecakapan
Pemohon dan Termohon adalah subjek hukum dewasa dan cakap bertindak.
3. Objek tertentu
Kesepakatan merinci secara jelas jumlah nafkah iddah, nafkah anak,
pengembalian emas, dan pembayaran tanah, serta menyebut nama anak-anak
yang menjadi objek hak asuh.
4. Sebab yang halal
[si kesepakatan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum. Misalnya, pemberian nafkah anak sejalan dengan kewajiban
orang tua (Pasal 41 UU Perkawinan), hak asuh ibu untuk anak yang belum
mumayyiz adalah sesuai hukum Islam (Pasal 105 KHI), dan akses ayah untuk
bertemu anak juga dijamin.
Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 27 menyatakan bahwa kesepakatan
mediasi yang telah dicapai para pihak bersifat mengikat dan harus ditaati dengan
itikad baik. Jika salah satu pihak mengingkari, pihak lain dapat mengajukan eksekusi.
Hakim telah memeriksa kesepakatan tersebut dan menyatakan tidak ada
pelanggaran hukum, sehingga patut ditetapkan dalam putusan. Hal ini sejalan dengan
fungsi hakim untuk memberikan kekuatan hukum pada kesepakatan yang sah (Pasal
1851 KUHPerdata jo. Pasal 130 HIR).
. Implikasi Yuridis Pencantuman Kesepakatan dalam Amar Putusan
Pencantuman kesepakatan mediasi ke dalam amar putusan memiliki beberapa
implikasi penting:
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1. Kekuatan Hukum Mengikat
Kesepakatan yang semula hanya bersifat kontraktual (berdasarkan perjanjian
para pihak) berubah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewijsde). Para pihak tidak dapat
mengajukan banding terhadap substansi kesepakatan karena merupakan
hasil musyawarah mufakat.
2. Kekuatan Eksekutorial
Sebagai bagian dari amar putusan, kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan
secara paksa jika salah satu pihak tidak menaatinya (Pasal 195 HIR). Misalnya,
jika Pemohon tidak membayar nafkah iddah sesuai jadwal, Termohon dapat
mengajukan permohonan eksekusi riil atau pembayaran sejumlah uang.
3. Perlindungan Hak Anak
Dengan ditetapkannya hak asuh dan nafkah anak dalam putusan, kepentingan
terbaik anak terjamin secara hukum. Ketiga anak yang masih dalam usia
membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupan dapat memperoleh hak
nafkah yang pasti.
4. Penyelesaian Utang Piutang
Kesepakatan mengenai pengembalian emas dan pembayaran tanah waris
menyelesaikan sengketa keuangan yang mungkin menjadi akar perselisihan.
Dengan demikian, perceraian tidak meninggalkan masalah berkepanjangan.
5. Efisiensi dan Kepastian Hukum
Menggabungkan kesepakatan ke dalam putusan menghindarkan para pihak
dari perkara baru (seperti gugatan nafkah atau harta bersama di kemudian
hari). Semua konsekuensi perceraian diselesaikan secara simultan.
E. Perbandingan dengan Praktik di Beberapa Pengadilan Agama
Praktik pencantuman kesepakatan mediasi dalam putusan cerai telah umum
dilakukan di Pengadilan Agama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi
parsial efektif mengurangi sengketa lanjutan (Mardani, 2020). Namun, tidak semua
kesepakatan dapat langsung dimasukkan ke dalam putusan jika menyangkut pihak
ketiga (misalnya hutang kepada orang tua Termohon). Dalam perkara ini, hutang
kepada orang tua Termohon tetap dicantumkan karena diakui Pemohon dan menjadi
bagian dari penyelesaian menyeluruh, meskipun orang tua Termohon bukan pihak
dalam perkara. Hal ini dapat diterima karena merupakan pengakuan utang yang
dibuat secara sukarela dan tidak merugikan pihak ketiga.
Beberapa kunci:
1. Kedudukan Anak yang Sudah Dewasa
Ketiga anak dalam perkara ini lahir tahun 2002 dan 2003, sehingga saat
putusan dijatuhkan (2025), anak tertua berusia 23 tahun (dewasa). Pasal 105
KHI dan Pasal 156 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang sudah mumayyiz
(12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ibu atau ayah.
Dalam kesepakatan, hak asuh diberikan kepada Termohon tanpa melibatkan
pilihan anak. Namun karena anak sudah dewasa, secara hukum mereka tidak
lagi dalam pengasuhan (hadhanah) melainkan sudah mandiri. Klausul hak asuh
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mungkin tidak relevan secara praktis, tetapi tetap dapat dimaknai sebagai
penetapan tempat tinggal anak selama mereka masih membutuhkan.

2. Cicilan tanpa Jaminan
Kesepakatan membolehkan pembayaran secara cicil hingga Desember 2025
tanpa menyebutkan konsekuensi jika wanprestasi. Meskipun telah mengikat
secara hukum, tidak ada jaminan khusus seperti agunan. Hal ini dapat
menimbulkan kesulitan eksekusi jika Pemohon ingkar.

3. Hutang Pihak Ketiga
Hutang kepada orang tua Termohon sebesar Rp140 juta untuk tanah waris
merupakan kewajiban Pemohon kepada pihak di luar perkara. Jika Pemohon
tidak membayar, orang tua Termohon tidak dapat langsung mengeksekusi
putusan ini karena bukan pihak yang berperkara. Mereka harus mengajukan
gugatan tersendiri atau menggunakan akta pengakuan utang yang telah dibuat.
Namun pencantuman dalam putusan setidaknya memperkuat posisi Termohon
untuk menagih.

4. Keterangan Saksi yang Bersifat Testimonium de Auditu
Saksi Pemohon (M. Effendi dan M. Zakky) memberikan keterangan berdasarkan
cerita Pemohon, bukan pengetahuan sendiri. Namun hakim tetap menerimanya
karena disertai bukti lain dan tidak dibantah. Dalam hukum acara, kesaksian de
auditu memiliki nilai pembuktian bebas dan dapat dipertimbangkan bersama
alat bukti lain.

PENUTUP

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak pada
Putusan Nomor 1654 /Pdt.G/2025/PA.Tng didasarkan pada terpenuhinya alasan
perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang
mengakibatkan pisah rumah lebih dari satu tahun. Hakim menggunakan
pendekatan normatif (Pasal 19 PP No. 9/1975, Pasal 116 KHI), pendekatan
sosiologis (indikator broken marriage), dan pendekatan syariah (QS. ar-Rum:21,
al-Baqgarah:227, kaidah ushul) sehingga permohonan beralasan hukum.

2. Kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah memenubhi syarat sah
perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan sukarela,
kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Isi kesepakatan tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga
patut ditetapkan dalam putusan.

3. Implikasi yuridis pencantuman kesepakatan dalam amar putusan adalah: (a)
kesepakatan memperoleh kekuatan hukum mengikat dan berkekuatan tetap, (b)
memiliki kekuatan eksekutorial, (c) memberikan perlindungan hukum bagi hak
anak dan penyelesaian utang, serta (d) menciptakan efisiensi dan kepastian
hukum dengan menyelesaikan seluruh konsekuensi perceraian secara simultan.
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